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DI KABUPATEN GORONTALO UTARA 

BUPATI GORONTALO UTARA, 

a. bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (2) dan pasal 21 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota DPRD, maka besaran tunjangan perumahan berupa 

sewa rumah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan 

dengan Peraturan Kepala Daerah: 

b. bahwa tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwaxilan Rakyat Daerah diberikan dengan 

pertimbangan prinsip penghematan, kepatuhan, kewajaran dan 

rasionalitas serta standar yang berlaku, 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Penetapan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 

258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060) : 

. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

14286), |
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. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 

. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) : 

. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844): 

. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) : 

. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687) : 

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578) 

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614): 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ,



Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

Menetapkan 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4738): 

. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

“Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712): 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 

2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 84), 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah : 

M EMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG 
PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

Pasal 1 

Besarnya Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara 
adalah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). 

Pasal 2 

Pembayaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan dalam bentuk uang 
dan dibayarkan setiap bulan. 

Pasal 3 

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menempati 
rumah jabatan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
yang menempati rumah dinas tidak beroleh tunjangan perumahan 
berupa sewa rumah.



Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2010. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Gorontalo Utara. 

Ditetapkan di Kwandang 

pada tanggal 3 denuar, 2014 
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1 
— / — 

INDRA YASIN 

Diundangkan di Kwandang 

pada tanggal 2014 
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KABUPATEN GORONTALO UTARA,    

    BINA UTAMA MADYA 
NIP. 19580714 198602 1 005 

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2014 NOMOR


